
SALINAN

Menimbang

BUPATI MOROWALI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR E.TAIIUN.29ry

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas

kine{a Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali adalah dengan

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran

keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

yang telah ditetapkan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan

Daerah yang berfokus kepada pencapaian kinerja pembangunan,

pe1lu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pembangunan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/O9/M.

PAN|S|2OOT tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kineda Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib

menetapkan Indikator Kine{a Utama untuk Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Tahun 2024-2026.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 179, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Mengingat
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Nomor 39O0) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor ll Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014

Nomor 244, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indoensia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran
keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar
hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan

fungsi organisasi.

2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan /program yang telah atau

hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan angg€rzrn dengan

kuantitas dan kualtas terukur.

3. Program adalah instrumen kebijakan yarrg berisi satu atau lebih kegiatan

yalg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagai atau seluruhnya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam
kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
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Kegiatan adalah bagran dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu prograrn, terdiri dari sekumpulal tindakan pengerahan

sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa

atau kesemua jenis sumber daya tersebut;

Keluaran IKU adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanal<an untuk mendukung pencapaian sasar€rn strategis dan

tujuan program dan kebijakan.

Hasil IKU adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada

sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP

adalah laporan kine{a tahunan yang berisi pertanggunglawaban kinela
suatu instansi dalam mencapai tujual/ sasaran strategis instansi.

Daerah adalah Kabupaten Morowali.

Bupati adalah Bupati Morowali

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan

urusan pemerintalr yang menjadi kewenangan daerah;
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9.

10.

11.

Pasal 2

IKU merupakan acuan ukuran Kine{a yang digunakan oleh Pemerintah Daerah

dan PD untuk :

a. penJrusunan perencanaan jangka menegah pada PD;

b. penyusun€rn perenc€rnaan tahunan dan Anggaran;

c. penlrusunan dokumen penetapan/perjanjian Kineda;

d. pengukuran Kinerja;

e. penyusunan pelaporan akuntabilitas Kine{a;

f. evaluasi Kinerja instansi Pemerintah; dan

g. pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagtan

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka meningkatkan efektifitasdan efisiensi pelaksanaan Peraturan

Bupati ini :
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a. PD yang menyelengg€rrakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan

Daerah dan Organisasi Sekretariat Daerah melakukan ret Lu darr evaluasi

atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah ; dan

b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

melakukan evaluasi atas capaian IKU setiap PD yang di sajikan dalam

LAKIP.

Pasal 5

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali

Nomor 11 Tahun 2O2O lentang Indikator Kinerja Utama 2Ol8-2O23 di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten

Morowali Tahun 2020 Nomor 01 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupa.ten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tangga.l fi A1a Nttl
R'. BUPATT MOROWALI,

ttd.

A.RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku
pada tanggal lfl Af\l ,o?t+

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .OI'

Salinan sesuai dengan aslinya

IAN HUKUM
OROWALI,

*
* S M.

t r, IV/b
200604 1 005



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR ,' TAHIIN :,'4
TENTANG
INDIKATOR KINER,JA UTAMA PEMERIMAH DAERAH
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NO.

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS
PENJELSANA/FORMULASI

PERHITUNGAN
SUMBER

DATA
KETERANGAN (Penaiggung Jawab)

Uraiarr NO
Indikator Kineia

Utama
NO Uraian NO

Indikator Kine4a
Utama

1 2 3 4 5 6 7 I

t

Tcr,nriudnya PeainSkatan
K..cjahGla8n Masyataket Mclalui
P.rnbangunar J5hinan So8ial Yang

1

1_ 1.1
Mcnurunnya K.8enjan8m 1.1.1.1

t.t.l.2

1.1.1.3 Indeks Gini Kabupat€n

Fi ,t Fn ltLa &t !i,t r

1ii9r
ILl .t

di lula l. dlhl lolprrt lnrdn rrrda

Pi - persentase rumah tangga
atau penduduk pada kela6 ke-i
Qi = persentase kumulatif total
pendapatan atau pengeluaran
sallrpai kelas ke-i
Nilai indek Gini berkiser entare
O dan 1, jika :

G < 0,3 - ketimpangah rendah
0,3 < G > 0,5 = ketimpangan
sedeng

G > 0,5 - ketimpangan tinggi

BPS

BPS

BPS

'nm Pengcnda.li l.flasi Dueiah (TPID)

- Tim koordinagi Penaasulanan Kaniskinqn Dae.ah (TKPKD)

- Bapelitb€rgda, Dina. ke!.hatan
Dina6 Perumslan, Dinas Pekcdasn Umum,
Dina6 P.ndidkan, Dina6 Pcnkane, Dms Perrsniar,
Dinas Capil, Dina0 Kopc.ali, Dinas Perindsa
Baeiar} Kc6ra

- Tim PcnScndsli Inflaai De.rah (TPID)

- Tim koordira8i Plnaggulan€! K.lriskind Dacrah (fiPl(I))

- Bapelitbangda, Dina. ke*hatan
Dinas ltrumahan, Dinas Pckcrlaan Umum,
Dma. Pendidkan, Dine6 Perikansn, Dins Perbnian,
Dina. Capil, Dina8 Kopera6i, Diras Pcrhdsa
Ba8ie Ke8ra



PENJ ELSANA/ FORMUI,ASI PERHITUNGAN
SUMBER

DATA
KETERANGAN (Penantgun8

Jawab)
SASARAN STRATEGISTUJUAN STRATEGIS

NO Indikator Kinerja UtamaUraianNOIndikator Kineija
UtaInaNO

NO.

Uraian

5 6 7 8432I

2
Meningkatl<an
Pertumbuhan Ekonomi
dan Daya Saing Daerah

Angka
2.1 Pertumbuhan

Ekonomi

rmBr_r _.!pEGr 
r root

..l r arbn F4l,rrrln PDIE
r . trha !.lq!.E r.!r PDiA r$dEry.

PDRB
PDRB per kapt.o = iiifr; " 

too.,t

Setiap tahun BPS akan meo8eluarkan Angka
lnflaBi

1-!-1,re

PETTANhN, PERIKANAN,
UMKM KOPERASI, PARIWISATA,
PERINDAO, Bapelitbantda

BPS Stekholder

BPS

PERTANIAN, PERIKANAN,
UMKM KOPERASI, PARIWIS,{TA,
PERINDAO, PTSP
Stakholders
TIM TPID

BPS

2.1.

2.1

Meningkatmnya
Kescjatraan
MaByarakat

Meningkatnya
Penyerapen Tenaga
Kerja dpasar T€naga
Keria

2. 1.1. I Pendapatan Perkapita

2.1.1 .2 Inflasi

2.t.2.1

2.1.

Meningkatnya
Investasi dan
Pendapata, Daerah 2.1.3.1

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPI)

Persedtase Kenaikan PAD

2.1.3.2 Nilai Investasi

(Jumla}r penganggur terbuka u8ia angkatan
kerja/jumlah penduduk angkatan kcrja) x

lo0%

rr. Aidr 6.5r t|l]. ar*s.h rra. ricr.o r'lr.r Nri, r$rl
,!.r.a.dBa,rr'pdrlit- .r(ru.4

tP,4D,{lhir -Prl)/tl,0l}
erowthPAD=- plDLr/nl -,t100

((Realisasi tnvesta'8i Tahun Eva.luasi-
Realisasi Invests.si Tahun S€belumnya)/

Realisasi Investasi
Tahun Sebelumnya) X 1O0 %



2.2 Indek6
Pembangunan
Manusia

, .LHH - AHHu,,u,

'rlrrrhnrnr = AHk^- AHItr-

Haeil Data Survei Status Gizi Indonesia
(SSGI) yang dikcluarkan Olch Kcmcntcrian
kcd.hatan ectiap Tahun

- I11ls * fp15
I p*.,tdi&*d : 

2

ELS - H L5,,.1,,

J?rs,,",* - 1?2s",,i,,

HLS,,,,* - H LS"NN

RLS _ RLS,,,|,,

2.2.1

2.2.2

Meniogkatnya
Kualitas I-ayana!
Kesehatan

Meningkatnya
Kualitas l.ayenan
Pendidikan

2.2.1.1

2.2.2.1

lndeks Kesehatan

Stunting {SSGI)

Indeks Pendidikan



NO

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS
PENJELSANA/FORMULASI

PERHITUNCAN
SUMBER

DATA
KETERANCAN (PenangSung Jevab)

Ureian NO
lndikator Kinerja

Utama
NO Uraian NO

lndikato! Kincia
Utama

I 2 3 4 5 6 7 8

3
M.ningkatk n Pclak.anarn
R.formasr Birokrali Pcmcrirtrh
Da.rah

3.t Birokrali (IRB)

3.1.1
M.oin*atkan Kuelitas Tata
Kclol,a Pemcrintan8n dan
I2yean Publik

3.1.1.1

3.1.1-2 Nil6i Sakip

Tot6l P.n8unskit + Total Haiil

P.ngurykit:
1. Manajcmcn P.rub6han

2. P.nataan Feraturan Perun&ry- undanAan
3. Pcnataan dan tunguatan OrSarilari

4. P.nat rn Tatdaf,lana
5. Penataa. Sistch M6n4cmcn SDM

6. Ponguaten Akutabilita.
7. Penauatan PcnSawa.sn

8. P.ningkatar Kualita. P.layanan Publik

Halil :

I . Nilai Akuntabilita. Kncrja
2. Nilai Kapa.ita! Organtua.i (Survey lntern8.l)

3. Nilsi Pcrlcp8i korupai (Su.vcy Eklt mat)
4. Opini BPK

5. Nilal Pcftcp.i Kualtta! Pclayaftn (SuFey
Ekttemal)

lndeks Kcpuasan Masyarakat 0KM)
adalah data dan informaai tentarg
tingkat kcpua8an masyarakat yang
diperoleh dari ha8il pengukuran Bccara
kuantitatif

Sistem Akuntabilitaa Kinerja lnstanEi
Pemerintah {SAKI9 dan petaksanaan
Reformaai Birolaa8i (RB) Mai Evaluasi
dikeluarkan Oleh Kernenterian
Pendayagunaan Aparatur Negaia dan
Rcformaei Birokrasi (PANRBI

Unit Kctja

Dacrah
ls.kr.unat, In.pcktor.r, Bep.urbanrda dar
Scmua Ftrarakat Da.rah

Unit Kclja

Dacrah

S.lsltariat, In.pcktorat, AaF[tbarAda da!
Semua ltra.nSkat Da.rei



3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

Nilali .urvci pcnil,aitn
int€sdtas {SPl

lndEks inoraBi daer8n

Nilei SPBE

Indck! P€ngclolaai
Keunsan Da.rah
{rPlO)

Survci Pcnilaian lntcgntas (SPD

merupakan alat ukur yang
dikembangkan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (I(PK) RI

dcnSan tujuan untuk tucmetakan riaiko
korupsi, menilai pengelolaan anggaran
dan mengukur efektifrtao pencegahan
korupsi yang dilakukan masing-masint
K/L/PD (Su8ilo dkk, 20l9)., Nilai SPI

Diketuarkan resdd oleh KPK RI untuk
Proeinsi/ Kabupaten/ Kota setiaP
Tahunnya.

Nilai Indeks Inovasi s€tiap tahunnya
dikelurkan oleh Kementcria! Dalam
Negeri bcrdasarkan ha6il pengukuran
lnovasi Prov/Kab / Kota, Scbagai bentuk
kebaharuan didalam tatakelola
pemerintahan dan pelayanan

Nilai lndek8 SPBE setiap tahunnya
dikelurkan oleh Kementcrian
Pendayaguaaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi {PAN-RB)
sebagaiDana diatu! dalam Peraturan
Menteri (PermenPanRB) Nomor 5 Tahun
2018, Nilai
Indeko dan Predikat Sbb :

No. Nibr Ind.b h.di.d

I 1,2- 5,0

) 3,5- < {.2 S*sd 8"L

3 2,6-.3.5 &lI
+ 1.8- ( 2.6 Cuh.tp

.LE

Indeks Pengclolaan KeuangEn Daerah
yang selanjutnya disingkat IPKD adalah
eatuan ukuran yang ditctaPkan
berdasarkan seperangkat dimensi dan
indikator untuk menilai kualita8 kincda
tata kelola kcuangan daerah Yang
cfelrtif, efisien, tran6paran, dan
akuntabel dalam periode tertentu

Inapel.torat

BPKAD APKAD



3.t.2
MenidSkatnye Kualita! ASN
B.rdasalkan Kc!€ltraian
Kualifikagi Kopcnlc.i ddn Kindla
ASN

3.t.2. t Indeks hofclioMlita.
ASN

lndeks pftrlealonalrtaa AsN mcrupakan
ukutan statistik yang menggambarkan
kualitas ASN yang berdasarkan
kua.IifikaBi pendidikan, kompetensi,
kinerja, dan kedisiplinan p€gawai ASN
dalam melakukan tugas jabatannya.
Ha6il penilaian dikelurkan Oleh Badan
kepeaawaian negara (BKN) RI

BKPSDM BKPSDM



SASARAN STRATEGISTUJUAN STRATEGIS
PENJEI,SANA / FORMUL"ASI

PDRHITUNGAN
SUMBER

DATA
KETERANCA (Peaanggung

Ja*ab)

Indikator Kinede
Utama

NO Uraian NO
Indikator Kinerla

Utar!a

NO

Uraian

3 4I 2 5 6 7 8
KLI adqlah data da, informasi dari hasil
pcngukuran sccara kuantitatif dan kualitatif
ataa pcndapat masyaraket Dalam
mempcroleh pelayanan irAastuktur. IKI,I
Ada l0 indikator yang diukur yairu ja.lsn
danjcmbatan, irigasi, t man kota/RIH,
drainasc, PJU, AMPL, raobu dan pcnunjuk
alan, peGampahan, ssnitasi, dan halte

lDd.h Kcpuaun Lryanan
Infrastluktur (IKU)

4.1.1

4.1.2

4,i,3

M.nihAkatnye Pr.entaac Wilayeh
d.nge lnfraltruktur Baik

Mcningkau(an Kualita! Pcnat an
RuanS

Mcain8katkan kualita.
Lingkungan Hidup dalsm
mcndukung pembanSunan

4,l.l.l

4-\.2.t

4.1.3.1

PE..nte.c lnfra.truktur
dalaD Kondili Arik

wrlsyah (taTRWl

Indck. Kualita.
Ltn8kunsan Hidup (IKLH)

Mcnif, aka*an Kuetitq! Perataan
wilayah daJl Inlre.truktut dalam
m.ndukuna kcbutuhan wilayah

Iotd do, tiloi Lnari Prr l/uur
flU. -----; .;;---;--- XXihilflt''n aag

l olol t]urr i mfl

_ 
Porlo,rrrolon (oi di,,r flondr'ri &il

,(rt.r.,= f,toiiotitrr' xloo
R.n nna P.tuntn*on

IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x
30old+gTHx4o%)

IKLH - indeks kualita8 lingkungan
hidup Kabupaten
IPA - indeks Kualitas air
IPU = indeks Kuelitas udara
nH = indeks tutupan hutan

|,ujuglolan /labupAen
/8orl

PU, DISHUB,DISKOMINFO, DLHD

PU, DISHUB,DIS(OMINFO. DLHD

PU, DISHUB,DISKOMINFO, DLHD

PU, DLHD

EI



SASARAN STRATEGIS
PENJELSANA/FORMULASI

PERHITUNGAN
SUMBER

DATA
KETERANGAN (Penarggung

Jawab)
TUJUAN STRATEGIS

Uraian NO
Indikator Kinerja

UtamaNO
Indikator Kinerja

Utama

NO

Uraian

5 63 4 7 8I 2

PI, TNI-POLRI, NGo. S\I/ASTA DLL

PI, TNI'POL.RI, NGo, SWASTA DLL

PEMDES,

5.1.1

5.1- 1

T€rjaaanya Kchidupen Masyaralat
Ymg Amm dan Tcntram damai

M.ningkatnya meninakatkm
kapaBitaB pcnanggulanSisl1
b€ncana daersn dan k€majuan
pcmbangund d.sa

5.1-1.1

5.1.1.2

5.1.1.1

5.t.r.2

Angka Klimin8litas

Indck3 Pcmbsngunan
Gcnder (lPc)

lndeks Ketahanan Daerah
llKD) Terhadap Bcncma

Indek D.s M.mbmtun

IRA = (Nilai Pers€psi Rasa Aman / Nilai
Maksimal Perscpsi Rasa Aman) x 100

I unlah X.,otn\ K. tnhdt an
Ctu . tnt. = -_._--+ I toO.OOolarl.^ Pc"ludtL

,tnoLat t<c..ttatontRa 
--r 

x too

.llor J(oorrtar laranoollanoan Ntnronn:--_:4YrM
rlridr ilainft{i ldlurrtiJ lllarr4rlionprr Srrrroio " ''"

Indeko Desa Membangun (IDM) ad/
indeks komposit tiga indeks, yaitu:
Indeks Ketahanan Sosial (IS), Indcks
K.tahanan Ekonomi (IEK), dan Indeko
Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IL).

IDM digunakan untuk mengukur
tingkat kemardir-ian desa berdasarkan
aspek sosial, ekonomi, dan
ekologi/lingkungan. Rumue IDM
IDU = 1/3 (IS + IEr + IL)

IPM r*- x too
IPM L

KESBANGPO
L, POLPP

BPS

IRB

5.1

Indekg Rawan Ben(A'ra
llPB) Kabupakn

I,I, TNI'POLRI, NGo, SWAS'IA DLL

PEMDES, KECAMATAN
DAN DESA

Menciptskan tatansn kehidupan
eilayan yang ame, tcntram de
tenib selta jauh dari r.3iko
bencma guna menunjms
efektifi tas p.ft banSunan wilaYal

5

IS - Nilar Kepasitas Sosial / Nilai Maksimal
Kapasit$ sosiel x 100

NO



IEK * Nilai Kapa8ites Ekonomi / Nilai
Maksimal Kapasitas Ekonomi x 100
IL - Nilai Kapasilas Ekologi/Liflgkungen /
Nilai Msksimal Kapasitas
Ekologi/ LinekunSsn x 100

PJ. BUPATI MOROWALI

A. RACHMANSYAH ISMAIL

ttd

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MoROWALI TAHUN 2024 NOMOR:0It

Salinan sesuai dengan aslinya

HUKUM
OROWALI,

t, rY /b
200604 1 005

".-::t'-


